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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak
restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi periode 2019-2024, mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak hotel dan
penururnan penerimaan pajak restoran, serta mengkaji strategi optimalisasi
pengelolaan kedua pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix
method dengan jenis penelitian deskriptif. Data kuantitatif dianalisis menggunkan
rasio kontribusi, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan pejabat Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel
terhadap PAD sebesar 13,32% (kategori "Kurang") dan pajak restoran sebesar
6,46% (kategori "Sangat Kurang"). Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi:
(1) faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, fluktuasi jumlah wisatawan,
kondisi ekonomi makro, bencana alam, dan perubahan regulasi (2) faktor internal
seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak skala kecil, lemahnya sistem
administrasi, keterbatasan SDM, dan pengawasan yang belum optimal. Strategi
optimalisasi yang diterapkan mencakup intensifikasi melalui pemutakhiran data
dan peningkatan pengawasan, ekstensifikasi dengan pendataan aktif, digitalisasi
sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi dan penegakan
hukum, koordinasi lintas instansi, serta penguatan kapasitas SDM dan pelayanan.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi
Pajak, Kota Wisata
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan yang dijalankan
oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan membutuhkan sumber daya yang
signifikan, terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, pembangunan yang
berkelanjutan harus didukung oleh pengelolaan keuangan negara yang efektif
sebagai fondasi untuk mewujudkan kesejateraan yang merata di seluruh
wilayah Indonesia (Indarti, 2017). Salah satu kebijakan strategis yang diambil
pemerintah untuk meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan serta
mendorong pemerataan pembangunan adalah dengan menerapkan sistem
desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kekuasaan bagi
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai
dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan kewenangan tersebut, otonomi
daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan
pembangunan yang berkelanjutan di indonesia (Buton et al., 2022). Untuk itu,
setiap daerah dituntut mampu menggali potensi pendapatan secara optimal
guna membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu
komponen penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD).



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Rori et al., 2016). Semakin besar kontribusi PAD terhadap
pendapatan daerah, maka semakin mandiri pula daerah tersebut dalam
membiayai berbagai kewajiban pembangunan.

Salah satu komponen terbesar PAD adalah pajak daerah, yang meliputi
berbagai jenis pungutan yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan
terhadap pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
pajak daerah diatur sebagai instrumen penerimaan yang dapat ditingkatkan
sesuai potensi wilayah. Erly (2011) menegaskan bahwa peningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan pajak
dan retribusi daerah melalui perluasan dan perbaikan dalam proses perpajakan,
sehingga potensi pendapatan dari sumber sumber lokal dapat dimaksimalkan
secara efektif dan efisien.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) menjadi semakin krusial, mengingat peningkatan pendapatan dari pajak
daerah memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pembangunan daerah,
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di tingkat lokal. Peraturan
Pemeritah Rl Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan



Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk
mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan kontribusi maksimal
terhadap PAD, dibutuhkanlah sistem pengelolaan perpajak yang efektif dan
efesien. Pengelolaan ini meliputi administrasi perpajakan yang terorganisasi
mulai dari pendataan wajib pajak, penetapan besaran pajak, pemungutan
hingga pelaporan pajak. Apabila seluruh tahapan ini dijalankan secara teratur
dan profesional, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan
yang signifikan. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting baik
untuk pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya bagi daerah karena adanya
tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam
pembiayaan keuangan pemerintah darah (Harimulyono, 2008). Satu sumber
kemandirian pembiayaan keuangan tersebut salah satunya bersumber dari pajak
daerah yang dapat dicapai dengan mengoptimalkan pencapaian target
penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Minollah,
2020). Selain berfungsi sebagai sumer utama pendapatan daerah, pajak daerah
juga berperan sebagai instrumen pengaturan yang mendorong pertumbuhan

ekonomi di tingkat lokal.



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah mencakup
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak
Bumi Bangunan dan Perdesan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak
MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, Opsen BBNKB. Berbagai
jenis pajak daerah tersebut, pajak hotel dan pajak restoran menjadi instrumen
penting menjadi sumber-sumber pendapatan yang cukup signifikan bagi
pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki potensi daerah wisata.
Pernyataan tersebut didukung oleh pandangan Widiyanti & Dewanti (2017),
menyatakan bahwa jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor
pariwisata. hal ini dipertegas oleh Noviyanti (2021), hasil penelitiannya
menunjukan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar, jumlah
restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran.

Salah satu kota wisata yang juga menggantungkan pendapatan daerahnya
dari segi pariwisata adalah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan salah
satu kota wisata di Sumatera Barat memiliki banyak destinasi wisata menarik
seperti Jam Gadang, Panorama, Ngarai Sianok, Lobang Japang, Benteng Fort
De Kock, dan masih banyak wisata lainnya. Dengan adanya tempat wisata ini
akan menarik perhatian pengunjung baik wisatawan domestik maupun

wisatawan mancanegara. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi



menunjukkan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, hal tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawaan Nusantara
ke Bukittinggi (2019-2024)

Tahun Jumlah winus
2019 1.691.129
2020 898.407
2021 1.110.308
2022 1.432.016
2023 1.666.355
2024 1.333.261

Sumber: BPS Sumbar (2025)

Pada tabel diatas, jumlah kunjungan winus mencapai 1.691.129 kunjungan
pada tahun 2019. kunjungan tersebut menurun pada tahun 2020 akibat pandemi
Covid-19 menjadi 898.407 kunjungan, namun kembali meningkat tahun 2019-
2023 vyaitu sebanyak 1.110.308, 1.432.016, dan 1.666.355 kunjungan. Pada
tahun 2024 jumlah perjalanan winus sedikit menurun menjadi 1.333.261
kunjungan. Perkembangan kunjungan wisatawan ini secara langsung
menciptakan permintaan yang tinggi akan akomodasi penginapan dan layanan
kuliner. Hal ini dapat di lihat dari jumlah hotel yang meningkat dari 118
akomodasi penginapan pada tahun 2019 menjadi 156 akomodasi penginapan
pada tahun 2024. Sementara itu jumlah restoran juga mengalami kenaikan pada
tahun 2019 sebanyak 63 restoran dan pada tahun 2024 sebanyak 157 restoran
(Badan Keuangan Kota Bukittinggi). Oleh karena itu, di Kota Bukittinggi
mayoritas perusahaan lebih banyak bergerak di bidang jasa hotel dan restoran
(kuliner).

Dengan adanya hotel dan restoran ini tidak hanyak memberikan kenyaman

bagi para wisatawan, tetapi memberikan kontribusi langsung terhadap



Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan pajak restoran. Pajak
hotel merupakan pajak yang dikenakan atas penginapanan yang disediakan
oleh hotel, sedangkan pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan
makan dan minum (Sugianto, 2008). Pajak ini merupakan sumber pendapatan
yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah. Menurut Candrasari & Ngumar
(2016) pajak hotel dan pajak restoran merupkan dua jenis pajak daerah yang
potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya
komponen mendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata
dalam kebijakan pembangunan daerah.

Peningkatan signifikan jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran
Kota Bukittinggi dari tahun 2019-2023 seharusnya berbanding lurus dengan
peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Namun realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota Bukittinggi menunjukkan
fenomena yang berbeda, seperti yang terlihat pada tabel dan berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
di Kota Bukittinggi tahun 2019 s/d 2023

No | Tahun Jumlah Aggaran p Real_lsa3| Persentase
enerimaan
2019 14.779.000.000 14.451.392.563 97,78 %
2020 7.191.011.000 7.995.854.765 111,19 %
2021 9.942.545.931 12.296.289.161 123,67 %

2022 16.132.300.000 16.203.159.513 100,44 %
2023 17.332.300.000 17.056.714.478 98,41 %

6 2024 14.014.244.804 14.014.244.804 85,03%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Ol WNF

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari penyajian data realisasi
penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi tahun 2019-2023 mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan mencapai Rp 14.451.392.563



dengan persentase pencapian anggaran sebesar 97,78%. Namun pada tahun
2020, terjadi lonjakan penerimaan yang tidak diduga, dimana realisasi
penerimaan mencapai Rp. 7.995.854.765 yang melebihi anggaran yang
ditetapkan dengan persentase 111,19% hal tersebut dikarenakn penyusuaian
target saat pandemi covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, realisasi
penerimaan kembali meningkat menjadi Rp. 12.296.289.161 dengan persentase
123,67%. Lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit melebihi
angaran dengan realisasi sebesar Rp. 16.203.159.513 dengan persentase
sebesar 100,44%. Namun pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan
sedikit yaitu sebesar Rp.17.056.714.478 dengan persentase pencapaian

anggaran sebesar 98,41%.

Tabel 1. 3 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
di Kota Bukittinggi tahun 2019-s/d 2023

No | Tahun | Jumlah Anggaran P Real_|sa5| Persentase
enerimaan

1 2019 9.638.359.036 6.883.406.364 71,42 %
2 2020 5.044.643.000 5.494.925.670 108,93 %
3 2021 6.433.694.475 6.052.919.004 94,08 %
4 2022 8.532.186.156 6.907.622.772 80,96 %
5 2023 10.054.424.206 7.093.415.280 70,55 %
6 2024 9.249.300.000 6.598.150740 71,34 %

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Tabel diatas merupakan data realisasi penerimaan pajak restoran di Kota
Bukittinggi tahun 2019-2023. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi
penerimaan pajak restoran mengalami variasi elama beberapa tahun. Pada
tahun 2019 realisasi penerimaan mengalami  penurunan  sebesar
Rp.6.883.406.364 dengan persentase pencapaian target hanya 71,42%.

Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun terjadi penurunan



anggaran menjadi Rp. 5.044.643.000, realisasi penerimaan meningkat menjadi
Rp.5.494.925.670 yaitu sebesar 108,93 %. Lalu pada tahun 2021 mengalami
penurunan dengan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.6.052.919.004
dengan persentase 80,96%. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan meningkat
dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp.7.093.415.280 tetapi pencapaian
target mengalami penurunan sebesar 70,55%.

Oleh karena itu, berdasarkan dari data target dan realisasi pajak hotel dan
pajak restoran Kota Bukittinggi tahun 2019-2024 tersebut, dapat disimpulkan
bahwa realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi dan pajak restoran mengalami
penurunan beberapa tahun terakhir lalu realisasi yang tidak mercapai target
yang di anggarkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Alasan yang menyebabkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak
yang masih rendah, sistem pemungutan yang belum optiml dan juga lemahnya
pengawasan. Contohnya pada pajak restoran, dimana pengusaha restoran tidak
mau menunjukan omset yang sebenarnya, padahal pengenaan pajak dihitung
dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan. Lalu dalam
konteks pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah
menerapkan sistem self assessment dimana wajib pajak diberikan kewenangan
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun
dalam praktiknya, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan
tersebut belum optimal. Sebagian wajib pajak cenderung tidak melaporkan,
bahkan ada yang sengaja mengurangi jumlah omzet yang dilaporkan guna

mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan ke Badan Keuangan. Selain



itu, ketidaksatabilan kondisi ekonomi global juga mempengaruhi rendahnya
omzet pada pajak-pajak daerah, sehingga menurunkan keinginan wajib pajak
untuk membayar pajaknya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus
mengambil langkah tegas, seperti pemeberian sanksi administrasi, penguatan
sistem pengawasan, bahkan teguran secara tulisan dan menjalin kerjasama
dengan instansi terkait, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait terus
dikerahkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, guna meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini
sehingga penulis mencoba menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran
terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi, melihat apa saja yang
menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak
hotel dan rendahnya realisasi pajak restoran serta melihat strategi optimalisasi
pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Bukittinggi. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Analisis
Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah

sebagai berikut:
1. Adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah di

Kota Bukittinggi.



2. Terjadi rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah yang signifikan.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti
ditemukannya wajib pajak yang tidak mau menunjukan omset yang

sebenarnya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas kontribusi pajak hotel dan pajak restoran
terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi pada Kota Wisata
Bukittinggi dengan fokus menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel
dan pajak restoran terhadap PAD, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi
penerimaan pajak hotel dan rendahnya penerimaan pajak restoran, serta stategi

optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan PAD.

D. Rumusan Masalah

Berdarakan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar
belakang masalah, maka penulis menulis permasalahan yang akan dibahas
dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Bukittinggi?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak
hotel di Kota Bukittinggi?

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan pajak
restoran di Kota Bukittinggi?

4. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi fluktuasi
realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi?

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya
realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi?

4. Untuk melihat strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi®.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik,
khususnya dalam bidang keuangan daerah.
b. Memperkaya literatur tentang pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran
dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait optimalisasi pajak
daerah
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi
Memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan pajak
daerah khususnya pajak hotel dan restoran dan menyediakan analisis

komprehensif untuk pengambilan kebijakan fiskal daerah
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b. Bagi Masyarakat
Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak daerah,
khususnya pajak hotel dan pajak restoran bagi pembangunan dan
mendorong partisipasi dalam pembayaran pajak daerah.
c. Bagi Pelaku Usaha
Memberikan gambaran tentang kontribusi sektor usaha dalam
pembangunan daerah melalui pajak dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya kepatuhan pajak.
d. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan kesempatan penulis untuk menerapkan
teori-teori yang diperoleh penulis selama kuliah dan menambah wawasan

dari praktik penelitian ini.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan mengenai kontribusi
pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Bukittinggi selama periode 2019-2024, diperoleh simpulan sebagai
berikut:
1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD
a. Pajak Hotel
Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD mencapai
13,32%, yang dikategorikan "Kurang". Kontribusi paling rendah
terlihat pada tahun 2020 sebesar 9,51% (kategori "Sangat Kurang")
akibat dampak pandemi COVID-19, sedangkan kontribusi tertinggi
terjadi pada 2024 sebesar 17,87%, namun tetap berada dalam
kategori "Kurang". Kondisi tersebut menggambarkan bahwa
potensi penerimaan  dari  sektor  perhotelan  belum
termanfaatkan secara optimal.
b. Pajak Restoran
Kontribusi pajak restoran berada pada tingkat yang jauh lebih
kecil, yaitu rata-rata 6,46% dan termasuk dalam kategori "Sangat
Kurang”. Nilai terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 5,28%,
sedangkan nilai tertinggi pada 2024 sebesar 8,42%, tetapi masih
berada dalam kategori "Sangat Kurang". Hal ini menunjukkan
bahwa sektor restoran memberikan peran yang sangat terbatas
terhadap PAD Kota Bukittinggi.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan
b. Pajak Hotel
Faktor Eksternal:
1. Pandemi COVID-19 menurunkan jumlah wisatawan dari
1.691.129 orang (2019) menjadi 898.407 orang (2020).
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Volume kunjungan wisata dan banyaknya hari libur
nasional sangat memengaruhi tingkat hunian hotel.
Kondisi ekonomi makro berdampak pada daya beli
masyarakat.

Bencana alam seperti galodo Gunung Marapi dan
kerusakan akses jalan Lembah Anai (2024) menghambat
kedatangan wisatawan.

Perubahan kebijakan tarif (Perda No. 8 Tahun 2023)
menurunkan  tarif pajak bagi akomodasi skala
kecil menjadi 5%.

Faktor Internal:

1)

2)

3)

4)

Kepatuhan hotel kecil dan non-bintang tergolong rendah,
terutama dalam pelaporan omzet yang tidak konsisten.
Penerapan self-assessment belum dilengkapi sistem
verifikasi digital yang memadai.

Keterbatasan SDM, yaitu 18 pegawai dari kebutuhan ideal
31 orang.

Ketidaktepatan waktu pembayaran, di mana 20% wajib

pajak terlambat menyetorkan pajak.

c. Pajak Restoran
Faktor Eksternal:

1)
2)

3)

4)
5)

Melemahnya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Jumlah wisatawan sangat berpengaruh terhadap omzet
restoran.

Pandemi menyebabkan kontraksi PDRB restoran sebesar -
23,31% pada 2020.

Bencana alam menurunkan mobilitas wisatawan.

Adanya persaingan dari UMKM Kkeliling yang tidak
terdata sebagai wajib pajak.
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Faktor Internal:

1) Kepatuhan pelaporan sangat rendah, banyak usaha tidak
mendaftar maupun melaporkan omzet.

2) Tidak tersedia auditor bersertifikat untuk pemeriksaan
formal.

3) Penggunaan tapping box belum merata, dan sebagian besar
restoran kecil menolak pemasangan perangkat tersebut.

4) Pembukuan tidak tertata; 95% tidak mencantumkan pajak
pada struk dan hanya 80% data yang akurat.

5) Pengawasan belum merata dan lebih terfokus pada wajib
pajak berkapasitas besar.

3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak

Pemerintah Kota Bukittinggi menerapkan sejumlah strategi

terpadu, antara lain:

a.

Intensifikasi: Pembaruan data tahunan dan real-time,
pengawasan melalui Smart Tax, serta penerapan penagihan

secara bertahap.

. Ekstensifikasi: Pendataan lapangan secara aktif, pemanfaatan

grup WA "Lapor Hotel", patroli rutin, dan kerja sama lintas
instansi.
Digitalisasi: Penerapan tapping box/Smartexs, penggunaan

SPPD online, digitalisasi basis data, serta pemetaan objek pajak.

. Peningkatan Kepatuhan: Pelaksanaan sosialisasi bersama

Kejaksaan, pemberian reward dan punishment, serta penegakan
hukum secara bertahap oleh Tim Gabungan.

Koordinasi: Pertukaran data dengan Dinas Pariwisata dan KPP
Pratama, serta kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan
Satpol PP.
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f.

SDM dan Pelayanan: Peningkatan kompetensi melalui pelatihan
berkelanjutan serta penyediaan layanan perpajakan baik secara

online maupun offline.

B. SARAN
1. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi

a.

Memperluas penggunaan teknologi (tapping box) ke seluruh
wajib pajak dan mengintegrasikan sistem informasi dalam satu
platform terpadu

Menambah SDM sesuai kebutuhan ideal (minimal 13 staf
tambahan) dan menyelenggarakan program  sertifikasi
pemeriksa pajak

Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dan memperkuat
penegakan sanksi secara konsisten

Mengintensifkan edukasi khususnya bagi UMKM dan
menyediakan panduan administrasi yang sederhana
Mengevaluasi dampak perubahan tarif secara berkala dan
mempertimbangkan insentif bagi wajib pajak terdampak
bencana/krisis

Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan

melibatkan asosiasi pengusaha dalam perumusan kebijakan

2. Bagi Wajib Pajak

a.

Meningkatkan ~ kesadaran  bahwa  pajak  mendukung
pembangunan daerah dan keberlanjutan usaha

Melaporkan omzet secara jujur dan memanfaatkan sistem
digital yang tersedia

Menerapkan sistem pencatatan tertib dan mengadopsi teknologi
(tapping box/POS terintegrasi)

Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan memberikan masukan

konstruktif kepada pemerintah

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
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Melakukan penelitian komparatif dengan kota wisata lain atau
meneliti pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak
Menggunakan analisis statistik inferensial untuk menguiji
pengaruh faktor-faktor spesifik terhadap penerimaan pajak
Mengembangkan model prediksi penerimaan pajak dan sistem
early warning berdasarkan indikator kunci

4. Rekomendasi Strategis Jangka Panjang

a.

Diversifikasi sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan
pada sektor pariwisata yang rentan guncangan eksternal
Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan mitigasi
risiko

bencana dan penguatan infrastruktur pendukung

Membangun sistem perpajakan berkeadilan yang transparan,
akuntabel, dan mempertimbangkan kemampuan

ekonomi wajib pajak
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